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Wini Kusumawardhani. 2017. E0013411. Perlindungan Hukum Terhadap 
Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Abdul 
Khoir). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap 
Abdul Khoir sebagai Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi dan kendala 
dalam pelaksanaan perlindungan terhadap Abdul Khoir sebagai Justice 
Collaborator dalam tindak pidana korupsi. Penulisan hukum ini merupakan 
penulisan hukum empiris bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui 
wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan 
metode kualitatif. 
 Berdasarkan hasil penelitian, Abdul Khoir sebagai salah satu pelaku tindak 
pidana korupsi proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara yang ditetapkan 
sebagai Justice Collaborator oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak 
mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan dalam 
Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JktPst, hakim tidak mempertimbangkan 
peran Abdul Khoir sebagai Justice Collaborator, sehingga menyebabkan Abdul 
Khoir dijatuhi pidana oleh hakim melebihi tuntutan jaksa penuntut umum.  
 Bentuk perlindungan hukum terhadap Abdul Khoir sebagai Justice 
Collaborator dalam tindak pidana korupsi yang diberikan Komisi Pemberantasan 
Korupsi yaitu (1) mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi tentang penetapan Justice Collaborator, (2) perlindungan fisik dan psikis, 
(3) penanganan khusus dan (4) penghargaan. Kendala dalam pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap Abdul Khoir sebagai Justice Collaborator dalam 
tindak pidana korupsi yaitu (1) perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum, 
(2) kekeliruan hakim, (3) Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi tidak dapat mengikat hakim dan (4) Komisi Pemberantasan Korupsi belum 
memiliki peraturan internal yang mengatur tentang Justice Collaborator. 
Kata Kunci: Justice Collaborator, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana 









Wini Kusumawardhani. 2017. E0013411. Legal Protection Against Justice 
Collaborator In Corruption (Case Study Abdul Khoir). Faculty of Law, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 This study aims to determine the form of protection against Abdul Khoir as 
Justice Collaborator in corruption and obstacles in the implementation of the 
protection of Abdul Khoir as Justice Collaborator in corruption. The writing of this 
law is the writing of empirical law is descriptive. The research approach uses 
qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. 
Techniques of collecting legal materials used are through interviews, observation, 
and literature study. Analysis of legal materials using qualitative methods. 
 Based on the results of the research, Abdul Khoir as one of the corruption 
actors of infrastructure projects in Maluku and North Maluku that are designated 
as Justice Collaborator by the Corruption Eradication Commission do not get 
maximum legal protection. That is because in Decision No. 32 / Pid.Sus / TPK / 
2016 / PN.JktPst, the judge did not consider the role of Abdul Khoir as Justice 
Collaborator, causing Abdul Khoir sentenced by the judge exceeds the demands of 
the public prosecutor. 
 The form of legal protection against Abdul Khoir as Justice Collaborator in 
the corruption provided by the Corruption Eradication Commission (1) issued a 
Decree of the Chairman of the Corruption Eradication Commission on the 
establishment of Justice Collaborator; (2) physical and psychological protection; 
(3) special treatment and (4) appreciation. Constraints in the implementation of 
legal protection against Abdul Khoir as Justice Collaborator in corruption crime 
are (1) difference of perception between law enforcement officer, (2) mistake of 
judge, (3) Decision of Leader of Corruption Eradication Commission can bind 
judges and (4) The Corruption Eradication Commission does not yet have internal 
regulations governing the Justice Collaborator. 
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